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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
(Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)

Oleh

YUYUN DWI LESTARI

Permasalahan penelitian muncul dari ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dan
pemilihan kelurahan untuk mewakili lomba tingkat provinsi. Kelurahan
Sumberrejo Sejahtera hanya menempati peringkat ke-62 dari seluruh kelurahan di
Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera terpilih sebagai
perwakilan, sedangkan kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak dipilih. Hal
ini menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dan objektivitas dalam proses
evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagiamana implementasi
kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera,
Kecamatan Kemiling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tenik
deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang
digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards Il
(dalam Subarsono 2011 dan Pramono 2020), yang mencakup komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah Implementasi
kebijakan telah didukung komunikasi yang baik. Dinas PMK menyampaikan
informasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan media digital. Arahan bersifat jelas
dan konsisten, mempermudah pemahaman pelaksana terhadap indikator
EPDESKEL. Sumber Daya di kelurahan memiliki kompetensi yang cukup,
terbukti mampu mengoperasikan sistem EPDESKEL. Fasilitas seperti jaringan
internet dan perangkat lunak juga mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.
Pada bagian disposisi atau sikap pelaksana masih ditemukan celah dalam
integritas dan transparansi data. Pemilihan kelurahan unggulan tidak sejalan
dengan hasil evaluasi, menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengambil kebijakan.
Kemudian pada struktur birokrasi, SOP telah diterapkan dengan pembagian tugas
yang jelas. Kelemahan masih terdapat pada koordinasi lintas bidang serta
transparansi dalam penentuan kelurahan unggulan menunjukkan perlunya evaluasi
yang berbasis bukti nyata dan sistem pengawasan yang ketat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; EPDESKEL; Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE MINISTER OF HOME
AFFAIRS REGULATION NUMBER 81 OF 2015 CONCERNING VILLAGE
AND SUB-DISTRICT DEVELOPMENT EVALUATION
(Study of Sumberrejo Sejahtera Village, Kemiling District)

By

YUYUN DWI LESTARI

The research problem arose from the discrepancy between the evaluation results
and the selection of sub-districts to represent the provincial level competition.
Sumberrejo Sejahtera Sub-district was only ranked 62nd out of all sub-districts in
Bandar Lampung City, Sumberrejo Sejahtera Sub-district was selected as a
representative, while other sub-districts with higher scores were not selected. This
raises suspicions of low transparency and objectivity in the evaluation process.
This study aims to see how the implementation of the policy of the Minister of
Home Affairs Regulation Number 81 of 2015 concerning the Evaluation of Village
and Sub-district Development in Sumberrejo Sejahtera Sub-district, Kemiling
District. This study uses a qualitative method with descriptive techniques with
interview, observation, and documentation techniques. The theory used is the
policy implementation theory from George C. Edwards Il (in Subarsono 2011
and Pramono 2020), which includes communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure. The results of this study are that policy implementation
has been supported by good communication. The PMK Office conveys
information through socialization, training, and digital media. The directions are
clear and consistent, making it easier for implementers to understand the
EPDESKEL indicators. Resources in the sub-district have sufficient competence,
proven to be able to operate the EPDESKEL system. Facilities such as internet
networks and software also support the smooth implementation of policies. In the
disposition or attitude of the implementer, there are still gaps in data integrity and
transparency. The selection of superior sub-districts is not in line with the
evaluation results, indicating weak accountability of policy makers. Then in the
bureaucratic structure, SOPs have been implemented with a clear division of
tasks. Weaknesses still exist in cross-sector coordination and transparency in
determining superior sub-districts, indicating the need for evaluations based on
real evidence and a strict monitoring system.

Keywords: Policy Implementation; EPDESKEL; Sumberrejo Sejahtera Village
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan
yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah ini diatur secara jelas dalam Pasal
1 ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan
kewajiban daerah untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-
masing. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai sektor kegiatan. Salah satu
langkah strategis yang diambil adalah memberikan kewenangan kepada
setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan semua potensi sumber daya yang dimiliki (Wenda & Akib,
2015).

Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat
dengan cara yang lebih adaptif dan responsif. Dalam kerangka ini,
pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat krusial,
karena menentukan seberapa efektif dan efisiennya pelayanan publik dapat
diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk
menetapkan kebijakan umum dan regulasi nasional yang harus diikuti oleh
semua daerah, sementara pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih spesifik sesuai dengan
kondisi lokal. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rukayat, 2017).



Daerah dengan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang
memadai, dan akses terhadap pendanaan yang lebih luas memiliki
keunggulan kompetitif dalam mengelola pembangunan. Sebaliknya, daerah
dengan keterbatasan sumber daya seringkali kesulitan untuk menarik
investasi, mengakses teknologi, dan membangun kapasitas lokal. Kondisi ini
menciptakan lingkaran setan di mana daerah yang sudah maju semakin
maju, sementara daerah yang tertinggal semakin tertinggal. Oleh karena itu,
perlu ada upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung
pemerataan pembangunan, termasuk penyusunan indikator yang jelas untuk
menilai perkembangan daerah. Dengan begitu, pembangunan daerah
tertinggal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan

pembangunan di Indonesia (Sulaeman & Andriyanto, 2021).

Kementrian Dalam Negeri telah melahirkan sebuah inovasi yang dituangkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan tonggak penting
dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ditetapkan pada 30
Desember 2015, peraturan ini memberikan kerangka acuan yang jelas dalam
menilai sejauh mana desa dan kelurahan telah berhasil dalam menjalankan
fungsi-fungsi  pemerintahannya, mendorong  pembangunan,  serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara
periodik setiap tahunnya ini Dbertujuan untuk memetakan capaian
pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan demikian, pemerintah
pusat dan daerah dapat mengidentifikasi desa-desa yang telah berhasil serta
desa-desa yang masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Selain itu,
evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan.

Platform digital ini memungkinkan pemerintah desa atau kelurahan untuk
secara real-time menginput dan memperbarui data mengenai kondisi desa

atau kelurahannya. Dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri dapat



melakukan pemantauan dan pengawasan secara lebih efektif dan efisien.
Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya memangkas waktu
dan biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dari seluruh desa di
Indonesia, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah terpencil. Website
ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pengisian data desa dan kelurahan
(Al-Aslam, 2022).

Dalam konteks pemerintah, penerapan teknologi bermula dari adanya
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penerapan electronic
government. Penerapan e-government pada pemerintah desa menjadi tujuan
utama dalam mendorong desa ke arah kemajuan (Ridhawati, 2019). Hal ini
memungkinkan dilakukannya pengawasan yang lebih ketat terhadap
pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, serta identifikasi dini
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh desa/kelurahan. Berdasarkan hal
tersebut, penulis berpendapat bahwa website ini tidak hanya sekedar alat
pelaporan data, namun telah merombak secara signifikan cara pemerintah
pusat dan daerah berinteraksi dalam konteks evaluasi dan pengembangan
desa serta kelurahan. EPDESKEL menawarkan efisiensi yang jauh lebih
tinggi. Sebelumnya, proses evaluasi melibatkan tim dari berbagai level
pemerintahan yang harus secara langsung mengunjungi setiap desa dan
kelurahan untuk mengumpulkan data secara manual. Proses ini tidak hanya
memakan waktu yang lama, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan

inkonsistensi data.

Permendagri No. 8 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan  (EPDESKEL) mengatur mekanisme untuk  menilai
perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan indikator tertentu. Evaluasi
ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
Setelah data terisi, sistem akan secara otomatis menghasilkan skor atau nilai
yang menunjukkan tingkat perkembangan desa. Skor ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk mengidentifikasi desa-desa yang perlu mendapatkan

perhatian khusus, serta untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang



lebih tertarget. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat memberikan
dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, baik
dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun pendampingan teknis. Website
EPDESKEL diterapkan untuk komunikasi dan koordinasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi,
pemerintah dapat berbagi data dan informasi secara real-time, sehingga

dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. (Al-Aslam, 2022).

Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi ini sangat komprehensif, meliputi:
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, evaluasi ini tidak hanya
berfokus pada aspek kuantitatif seperti jumlah pembangunan fisik, tetapi
juga pada aspek kualitatif seperti partisipasi masyarakat, kualitas hidup, dan
nilai-nilai kearifan lokal. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar
dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, prioritas
pembangunan, serta pemberian penghargaan dan sanksi bagi pemerintah
desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong desa
dan kelurahan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Aziz, 2023).

Selain itu, penulis juga berpendapat EPDESKEL juga memfasilitasi proses
pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Data yang terkumpul
secara sistematis dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan
pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat dapat dengan
mudah mengidentifikasi desa-desa yang memerlukan dukungan tambahan,
serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Secara keseluruhan,
EPDESKEL telah membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola
pemerintahan desa. Website EPDESKEL tidak hanya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi, tetapi juga mendorong

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.



Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (2013), menganggap
bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya
mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Namun, tidak
terpenuhinya indikator dalam EPDESKEL, meskipun telah diberikan skor
atau nilai, dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi desa
dan kelurahan maupun bagi pemerintah dalam mencapai tujuan
pembangunan. Salah satu risiko terbesar adalah potensi manipulasi data.
Jika desa dan kelurahan merasa tertekan untuk mencapai target tertentu,
mereka mungkin tergoda untuk memalsukan data atau menggelembungkan
capaian yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan mengaburkan gambaran
sebenarnya mengenai kondisi desa/kelurahan dan menghambat upaya
perbaikan. Penulis berpendapat, ketidaksesuaian antara indikator yang
ditetapkan dengan capaian yang sebenarnya juga dapat menyebabkan
kesenjangan yang signifikan. Indikator yang tidak relevan atau tidak
mencerminkan kondisi riil di lapangan akan membuat upaya pembangunan
menjadi tidak efektif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan tercermin
melalui evaluasi perkembangan kelurahan. Suatu kelurahan dianggap
berkembang jika mampu memenuhi semua indikator yang tercantum dalam
evaluasi tersebut. Hasil dari evaluasi inilah yang menjadi tolok ukur
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan (Yola, 2021).
Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan
secara administratif terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan telah
mengimplementasikan website EPDESKEL. Sosialisasi EPDESKEL yang
dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Bandar Lampung telah menjadi
langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya sistem ini,
diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi
dalam pengelolaan anggaran desa dan kelurahan, serta terukurnya
keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Berikut ini penulis tampilkan hasil normatif evaluasi perkembangan desa

dan kelurahan di Kota Bandar Lampung tahun 2024:



Tabel 1. Penilaian Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di
Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No. Kecamatan Kelurahan Nilai Tingkat
Berkembang
1.  Enggal Pelita 399 Cepat
berkembang
2. Sukarame Korpri Raya 398 Cepat
berkembang
3. Kemiling Sumber Rejo 395 Cepat
berkembang
4.  Tanjung Seneng Way Kandis 394 Cepat
Berkembang
5.  Kemiling Sumber Agung 394 Cepat
Berkembang
6. Kedamaian Kalibalau Kencana 393 Cepat
Berkembang
7. Tanjungkarang Timur  Kota Baru 392 Cepat
Berkembang
8. Kedaton Sidodadi 391 Cepat
Berkembang
9. Kedamaian Tanjungraya 391 Cepat
Berkembang
10. Kedaton Kedaton 388 Cepat
Berkembang
11  Telukbetung Utara Sumur Batu 388 Cepat
Berkembang
12 Tanjung Senang Tanjung Senang 387 Cepat
Berkembang
13 Kemiling Kemiling Permai 387 Cepat
Berkembang
14 Tanjungkarang Pusat Durian Payung 386 Cepat
Berkembang
15 Rajabasa Rajabasa Jaya 386 Cepat
Berkembang
16  Tanjungkarang Barat Kelapa Tiga Permai 384 Cepat
Berkembang
17  Telukbetung Utara Kupang Teba 384 Cepat
Berkembang
18  Telukbetung Timur Kota Karang Raya 382 Cepat
Berkembang
19 Tanjungkarang Barat ~ Sukajawa 382 Cepat
Berkembang
20 Rajabasa Gedong Meneng 381 Cepat
Baru Berkembang
21 Enggal Rawalaut 381 Cepat
Berkembang
22 Tanjungkarang Timur  Kebon Jeruk 380 Cepat
Berkembang
23 Kemiling Kedaung 380 Cepat
Berkembang
24 Kedamaian Kedamaian 379 Cepat




No. Kecamatan Kelurahan Nilai Tingkat
Berkembang
Berkembang
25 Tanjungkarang Pusat Pasir Gitung 378 Cepat
Berkembang
26  Tanjungkarang Barat Susunan Baru 377 Cepat
Berkembang
27 Tanjungkarang Timur  Tanjung Agung 377 Cepat
Berkembang
28 Engaal Enggal 376 Cepat
Berkembang
29 Kedaton Surabaya 375 Cepat
Berkembang
30 Tanjung Senang Labuhan Dalam 374 Cepat
Berkembang
31 Labuhan Ratu Kota Sepang 374 Cepat
Berkembang
32 Kedamaian Tanjungagung Raya 373 Cepat
Berkembang
33 Engaal Tanjungkarang 372 Cepat
Berkembang
34  Kedaton Sukamenanti 371 Cepat
Berkembang
35 Tanjungkarang Barat Sukadana Ham 371 Cepat
Berkembang
36  Enggal Gunungsari 370 Cepat
Berkembang
37 Rajabasa Rajabasa 369 Cepat
Berkembang
38 Engaal Pahoman 368 Cepat
Berkembang
39 Sukarame Way Dadi 366 Cepat
Berkembang
40 Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya 366 Cepat
Berkembang
41 Kedaton Penengahan 365 Cepat
Berkembang
42  Tanjungkarang Barat Sukajawa Baru 365 Cepat
Berkembang
43  Kemiling Kemiling Raya 365 Cepat
Berkembang
44 Sukarame Way Dadi 363 Cepat
Berkembang
45  Tanjungkarang Barat Segalamider 362 Cepat
Berkembang
46 Rajabasa Rajabasa Pemuka 362 Cepat
Berkembang
47  Kemiling Pinang Raya 362 Cepat
Berkembang
48 Bumiwaras Garuntang 360 Cepat
Berkembang
49  Panjang Panjang Selatan 359 Cepat




No. Kecamatan Kelurahan Nilai Tingkat
Berkembang
Berkembang
50 Panjang Way Lunak 359 Cepat
Berkembang
51  Sukabumi Way Laga 359 Cepat
Berkembang
52  Tanjung Senang Pematang Wangi 358 Cepat
Berkembang
53  Sukabumi Nusantara Permai 358 Cepat
Berkembang
54 Bumi Waras Kangkung 358 Cepat
Berkembang
55  Telukbetung Selatan Sumur Putri 357 Cepat
Berkembang
56  Kedaton Sukamenanti Baru 355 Cepat
Berkembang
57 Panjang Karang Maritim 355 Cepat
Berkembang
58 Labuhan Ratu Kampung Baru 353 Cepat
Berkembang
59  Panjang Ketapang Kuala 353 Cepat
Berkembang
60 Tanjung Senang Perumnas Way 353 Cepat
Kandis Berkembang
61 Sukabumi Campang Raya 353 Cepat
Berkembang
62 Kemiling Sumberrejo 353 Cepat
Sejahtera Berkembang
63 Labuhan Ratu Kampung Baruraya 353 Cepat
Berkembang
64 Kedamaian Tanjunggading 353 Cepat
Berkembang
65 Way Halim Jagabaya Il 351 Cepat
Berkembang
66  Telukbetung Timur Sukamaju 351 Cepat
Berkembang
67 Rajabasa Gedong Meneng 350 Cepat
Berkembang
68 Langkapura Gunungterang 350 Berkembang
69 Tanjungkarang Pusat Gotong Royong 349 Berkembang
70  Telukbetung Selatan Telukbetung 349 Berkembang
71 Labuhan Ratu Sepang Jaya 348 Berkembang
72 TelukbetungTimur Kota Karang 347 Berkembang
73 Sukarame Sukarame 347 Berkembang
74 Telukbetung Utara Pengajaran 347 Berkembang
75 Way Halim Jagabaya | 347 Berkembang
76  Telukbetung Timur Way Tataan 347 Berkembang
77  Way Halim Perumnas Way 346 Berkembang
Halim
78 Way Halim Way Halim Permai 346 Berkembang
79  Sukarame Sukarame Baru 344 Berkembang




No. Kecamatan Kelurahan Nilai Tingkat
Berkembang
80 Sukarame Korpri Jaya 343 Berkembang
81 Tanjungkarang Pusat Palapa 341 Berkembang
82 Tanjungkarang Pusat Kelapa Tiga 341 Berkembang
Pusat
83 Tanjungkarang Pusat Kaliawi Persada 341 Berkembang
84  Telukbetung Selatan Talang 338 Berkembang
85  Telukbetung Utara Kupang Raya 337 Berkembang
86 Bumi Waras Sukaraja 336 Berkembang
87 Kedamaian Tanjungbaru 334 Berkembang
88 Kemiling Beringin Jaya 330 Berkembang
89 Kedamaian Bumi Kedaton 330 Berkembang
90 Kedaton Penengahan Raya 329 Berkembang
91 Rajabasa Rajabasa Raya 329 Berkembang
92  Telukbetung Timur Parwata 329 Berkembang
93 Langkapura Langkapura 328 Berkembang
94  Labuhan Ratu Labuhan Ratu 327 Berkembang
95 Bumi Waras Bumi Waras 325 Berkembang
96 Tanjungkarang Timur  Sawah Brebes 324 Berkembang
97  Telukbetung Selatan Gunungmas 323 Berkembang
98 Telukbetung Barat Batuk Putuk 323 Berkembang
99  Telukbetung Selatan Pesawahan 318 Berkembang
100 Telukbetung Utara Kupang Kota 316 Berkembang
101 Kemiling Beringin Raya 315 Berkembang
102 Bumi Waras Bumi Raya 314 Berkembang
103 Panjang Ketapang 312 Berkembang
104 Tanjungkarang Pusat Kaliawi 302 Berkembang
105 Way Halim Gunungsulah 290 Berkembang
106 Rajabasa Rajabasa Nunyai 288 Berkembang
107 Way Halim Jagabaya Il1 287 Berkembang
108 Panjang Panjang Utara 284 Berkembang
109 Panjang Pidada 274 Berkembang
110 Telukbetung Utara Gulak Galik 258 Berkembang
111 Panjang Srengsem 248 Berkembang
112  Sukabumi Sukabumi Indah 213 Berkembang
113 Sukabumi Way Gubak 150 Kurang
Berkembang
114 Sukabumi Sukabumi 111 Kurang
Berkembang
115 Telukbetung Selatan Gedong Pakuon 59 Kurang
Berkembang
116 Telukbetung Barat Sukarame 11 55 Kurang
Berkembang
117 Tanjungkarang Barat Gedong Air 37 Kurang
Berkembang

Sumber: Kemendagri(Epdeskel.binapemdes.kemedagri.com.id)
Data diolah oleh peneliti, 2024
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Berdasarkan data EPDESKEL tahun 2024 yang penulis olah dari website
epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id  dengan  login  menggunakan
username dan password milik Kota Bandar Lampung, dari 126 kelurahan di
Kota Bandar Lampung yang melakukan pengisian data EPDESKEL dan
terdeteksi dalam website tersebut berjumlah 117 kelurahan. Evaluasi ini
mengklasifikasikan kelurahan ke dalam tiga kategori berdasarkan poin yang
diperoleh dari penilaian tingkat perkembangan, yaitu: kelurahan kurang
berkembang dengan poin kurang dari 200, kelurahan berkembang dengan
poin antara 201 hingga 350 dan kelurahan cepat berkembang dengan poin
lebih dari 351. Kelurahan yang mencapai kategori cepat berkembang
berpeluang untuk ikut serta dalam lomba desa dan kelurahan yang diadakan

oleh pemerintah setiap tahunnya.

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif dalam konteks
otonomi daerah di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan
merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau
kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya
lebih terbatas (Robial, 2015). Kelurahan Sumberrejo Sejahtera merupakan
salah satu kelurahan di Kota Bandar Lampung yang telah menjadi salah satu
pionir dalam implementasi EPDESKEL di Kota Bandar Lampung.
Keberhasilannya dalam meraih predikat kelurahan berkembang pada
periode 2020 sampai 2023 dan kemudian naik menjadi kelurahan cepat
berkembang pada tahun 2024 merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
Prestasi ini tidak hanya mencerminkan upaya yang gigih dari pemerintah
kelurahan dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga
menunjukkan  efektifitas sistem EPDESKEL dalam mendorong
pembangunan kelurahan. Keberhasilan ini bahkan membawa Kelurahan
Sumberrejo Sejahtera ke tingkat provinsi sebagai perwakilan Kota Bandar

Lampung.

Meskipun Kelurahan Sumberrejo Sejahtera pada tahun 2024 hanya

menempati urutan ke-62 di Kota Bandar Lampung dengan skor yang cukup
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baik atau kategori kelurahan cepat berkembang, kelurahan ini justru terpilih
sebagai perwakilan untuk lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi
Lampung. Sementara itu, terdapat kelurahan lain yang memiliki skor lebih
tinggi namun tidak terpilih. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proses
seleksi yang dilakukan belum sepenuhnya transparan dan objektif. Hal
tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem
EPDESKEL benar-benar mampu merefleksikan kondisi riil di lapangan
serta apakah proses evaluasi telah berjalan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, diperlukan peninjauan lebih lanjut
terhadap mekanisme seleksi dan evaluasi agar dapat memastikan bahwa
penilaian yang dilakukan benar-benar adil, akuntabel, dan sesuai dengan

kondisi faktual di lapangan.

Gambar 1. Grafik Hasil EPDESKEL Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
Sumber: Data salinan website EPDESKEL Kelurahan Sumberrejo

Berdasarkan data tersebut, grafik hasil EPDESKEL Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera menunjukkan adanya fluktuasi skor dari tahun ke tahun, namun
secara keseluruhan adanya peningkatan dari tahun 2017 hingga 2024. Skor
yang awalnya 246 pada tahun 2017 secara bertahap meningkat hingga
mencapai 354 pada tahun 2024. Kenaikan skor ini mengindikasikan adanya
perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan di kelurahan
tersebut. Berdasarkan data EPDESKEL Kota Bandar Lampung, dari 126
kelurahan di Kota Bandar Lampung, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
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dipercaya mewakili Kota Bandar Lampung dalam ajang lomba EPDESKEL
tingkat Provinsi Lampung.

Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan mengenai implementasi
aplikasi EPDESKEL, namun penulis berpendapat bahwa terdapat kendala
terkait kelengkapan dan ketatnya waktu pelaporan, serta kualitas data yang
dilaporkan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengevaluasi secara komprehensif apakah implementasi kebijakan aplikasi
EPDESKEL telah mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat
yang signifikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi
kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
EPDESKEL di kelurahan Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal.
Masih terdapat beberapa kendala terkait sumber daya manusia, anggaran,
koordinasi, dan penggunaan aplikasi yang perlu mendapat perhatian dan

upaya perbaikan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih
jauh bagaimana implementasi kebijakan website EPDESKEL pada
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 81 Tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat
proses implementasi kebijakan website EPDESKEL tersebut. Adapun untuk
mendukung penelitian ini, diperlukan beberapa tinjauan terhadap penelitian-
penelitian terdahulu yang relevan atau memiliki fokus sejenis dengan
penelitian ini, beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Hafidh Sholahuddin
Abdul Aziz (2023), penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk
mengetahui implementasi Permendagri Nomor 81 Taun 2015 tentang
evaluasi perkembnagan desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk
Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara semi terstruktur, dan
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dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan regulasi Permendagri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di
Kabupaten Nganjuk sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan
dengan peningkatan jumlah desa yang cepat berkembang setiap
tahunnya. Partisipasi masyarakat dan sumber daya pegawai dinas,
kecamatan, serta perangkat desa berperan penting dalam keberhasilan
program kegiatan di desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amri Juharza., (2020), mengkaji
pelaksanaan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan pada pemerintahan desa di
Kecamatan Ukui. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa menyelidiki,
menggambarkan dan menjelaskan. Hasil dari penelitian ini
membandingkan tingkat perkembangan tiga desa. Hasilnya
menunjukkan: Ukui Satu Berkembang karena letaknya strategis,
aktivitas ekonomi aktif, dan fasilitas umum memadai, Ukui Dua
Berpotensi berkembang karena dekat pusat kecamatan dan pendapatan
dari minyak, sedangkan Lubuk Kembang Bunga Kurang berkembang
karena jauh dari pusat kecamatan, fasilitas terbatas, dan rentan bencana.
Perkembangan desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Desa
dengan letak strategis, ekonomi aktif, dan fasilitas lengkap cenderung
lebih maju. Sebaliknya, desa dengan kendala geografis, ekonomi lemah,
dan fasilitas terbatas cenderung kurang berkembang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhiaul Fakhri Al-Aslam (2022),
mengkaji implementasi kebijakan aplikasi EPDESKEL di Kelurahan
Eka Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif
deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini
adalah tidak ada hambatan yang signifikan yang berpotensi
mengganggu keberlangsungan aplikasi ini dalam proses pengawasan

perkembangan desa/kelurahan. Kemudian khususnya pada bagian staf
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ditemukan masalah dimana Kepala Seksi Pemerintahan yang menjadi
penanggung jawab pengelolaan aplikasi EPDESKEL tingkat kelurahan
Eka Jaya kesulitan dalam mengoperasikan penuh aplikasinya. Dalam
wawancara diutarakan Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan
memiliki tugas yang banyak.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yola Melinda, (2021),
mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana tata mengelola penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan ditinjau dari permendagri nomor 81 tahun 2015
tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dan untuk
mengetahui faktor penghambat dalam tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan. Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kelurahan Perawang belum sepenuhnya sesuai dengan
Permendagri. Sebab masih terdapat beberapa indikator yang belum
tercapai sehingga terselenggaranya pemerintahan kelurahan perawang

dikatakan cukup baik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu,
yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji
pelaksanaan suatu kebijakan. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar
antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara
khusus mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling.
Fokus penelitian ini lebih terarah pada fenomena unik di mana Kelurahan
Sumberrejo Sejahtera, meskipun hanya menempati urutan ke-62 di Kota
Bandar Lampung dengan skor yang cukup baik, justru terpilih sebagai
perwakilan dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Lampung,
sementara kelurahan lain dengan skor lebih tinggi tidak terpilih. Kondisi
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tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya
transparan dan objektif, serta menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh
mana sistem EPDESKEL mampu merefleksikan kondisi nyata di lapangan
dan apakah proses evaluasi telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna
meninjau kembali mekanisme seleksi dan evaluasi yang ada, sehingga dapat
memastikan bahwa penilaian yang diberikan benar-benar adil, akuntabel,
dan sesuai dengan kondisi faktual. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam
memahami implementasi kebijakan EPDESKEL serta mengevaluasi apakah
kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan di tingkat

kelurahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah
dari penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Implementasi Dari Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan Pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

Kecamatan Kemiling?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah: “Untuk Menjelaskan Bagaimana Implementasi Dari Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan Pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera

Kecamatan Kemiling”.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat di ketahui manfaat
dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pada pengembangan teori implementasi kebijakan  dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang EPDESKEL berbasis teknologi di tingkat lokal.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun
kebijakan yang lebih baik terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera dapat belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman
kelurahan lain untuk mengembangkan kebijakan yang lebih relevan dan
efektif.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik
2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Iskandar (2012) bahwa kebijakan dapat didefinisikan
sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan,
sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh
para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk
penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Kebijakan dipahami
sebagai suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya
mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dinginkan
(Widodo, 2007).

Menurut Tachjan (dalam Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan
hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari
beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain.
Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang
mengatur kehidupan masyarakat maupun publik. Untuk menciptakan
pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa
kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam
memenuhi  kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di
masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada
landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi
di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan
untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada
awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (stakeholders) (Ramdhani
& Ramdhani, 2017).
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Hugwood & Gunn berdasarkan dalam (Hayat, 2017) berpendapat

bahwa kebijakan terdiri dari 10 definisi, yaitu:

1.

Kebijakan sebagai merek bidang aktivitas tertentu (sebagai
tanda aktivitas bidang). Branding atau penamaan kebijakan
akan menjadi sebuah kontinum dan menjadi program rutin yang
terstruktur dan tertanam dalam kebijakan.

Kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau keadaan yang
diinginkan. Pernyataan pemerintah mengenai suatu keputusan
yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan umum
dan/atau kepentingan masyarakat, baik untuk memecahkan
masalah yang dihadapinya maupun hal-hal lain yang bermanfaat
bagi masyarakat.

Kebijakan sebagai proposal khusus (sebagai proposal khusus).
Usulan bottom-up atau top-down khusus yang berhubungan
langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Misalnya mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk
mengambil keputusan yang mengarah pada kebijakan dari
pemerintah.

Kebijakan sebagai keputusan. Apapun langkah yang diambil
pemerintah dalam membuat keputusan, itu adalah kebijakan
publik. Pada saat yang sama keputusan pemerintah adalah diam,
jadi diam pemerintah adalah sebagai kebijakan publik sebagai
keputusan pemerintah.

Kebijakan sebagai bentuk otorisasi resmi (sebagai otorisasi
formal). Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal
Kebijakan dalam bentuk peraturan serupa dengan pemerintah
dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai sah untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk
menjalankan tugas, asas, dan fungsinya yang dilakukan melalui
pengesahan formal. Kebijakan formal biasanya mengikat

pemangku kepentingan kebijakan.
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6. Kebijakan sebagai program. Program pemerintah merupakan
bagian dari kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa setiap
program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik formal
maupun informal, merupakan suatu kebijakan.

7. Kebijakan sebagai produk (sebagai output). Kebijakan sebagai
output adalah bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki
output yang diharapkan. Output yang dihasilkan oleh program
kerja menjadi bagian dari kebijakan publik. Misalnya, ketika
peraturan pemerintah tentang penanganan sampah ditetapkan,
keluaran peraturan yang dihasilkan menjadi keputusan
pengelolaan sampah. Keputusan regulasi ini termasuk dalam
kategori kebijakan publik.

8. Kebijakan sebagai hasil akhir (sebagai hasil). Begitu juga
dengan hasil sebagai bagian dari kebijakan yang merupakan
hasil akhir dari program kerja yang telah dilaksanakan. Hasil
akhir dari program atau tindakan pemerintah adalah bagian dari
kebijakan.

9. Kebijakan sebagai teori atau model. Dalam pemerintahan,
berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan
yang dihadapi pemerintah menghasilkan keluaran atau outcome
yang berbeda untuk dijadikan kebijakan pemerintah.

10. Kebijakan sebagai proses (as a process). Sebagai suatu proses,
kebijakan akan memiliki keterkaitan antara satu kebijakan
dengan kebijakan lainnya. Setiap keputusan atau peraturan
memiliki sifat hierarkis antara satu peraturan dengan peraturan
lainnya dan dengan demikian merupakan suatu kerjasama
kolektif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
adalah sebuah pedoman atau arah tindakan yang dibuat untuk

mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam konteks yang
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spesifik. Kebijakan melibatkan berbagai pihak (aktor kebijakan) dan
keputusan-keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang
saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-
pejabat pemerintah (Anggara, 2014). Suatu kebijakan memiliki
kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk
melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik
merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas
publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan
publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh
publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak
orang (Anggara, 2014).

Menurut Anggara (2014) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi

beberapa hal berikut ini:

a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh
mengikat pada suatu kebijakan.

b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai
tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang
muncul.

c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan
suatu kepentingan.

d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dari manajemen;
kebijakan mencakup perilaku dan harapan; kebijakan termasuk
adanya tindakan maupun tidak adanya tindakan; kebijakan biasanya
memiliki hasil akhir yang ingin dicapai; setiap kebijakan memiliki
maksud atau tujuan tertentu, tersurat maupun tersirat; kebijakan

tersebut muncul dari proses yang berlangsung terus menerus;
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kebijakan mencakup hubungan antara dan di dalam organisasi;

kebijakan publik berkaitan, meskipun tidak secara eksklusif, dengan

peran utama lembaga pemerintah; kebijakan dirumuskan atau
ditentukan sendiri (Abdal, 2015).

Secara umum menurut (Affrian, 2012), kebijakan publik selalu

menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai

kegiatan pemerintah. Ada lima ciri umum kebijakan publik.

1.

Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan Politik tidak
boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya.
Jika tidak ada tujuan tidak perlu membuat kebijakan.

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan
lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai
kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang
diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan
hukum.

Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa
yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.
Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan
untuk implementasinya.

Kebijakan didasarkan pada hukum, karena mereka memiliki

kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhinya.

2.1.4 Tahapan Proses Kebijakan Publik

1.

Penyusunan Agenda/Agenda Setting

Agenda setting adalah tahap di mana isu-isu yang menarik bagi
pemerintah diidentifikasi untuk diterjemahkan ke dalam
kebijakan (Kusumanegara, 2010). Pemerintah menghadapi
banyak isu atau masalah (problem) di sekitarnya, untuk alasan
itu, pemerintah harus memutuskan isu-isu apa yang menjadi
dasar kebijakan publik. Agenda setting menurut (Winarno,
2008) menunjukkan bahwa ada persyaratan bagi pembuat
kebijakan untuk merasa dipilih atau dipaksa untuk
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melaksanakan tindakan tertentu. Agenda Kkebijakan dapat
dibedakan dari kebutuhan politik secara umum dan berdasarkan
prioritas yang menentukan susunan pokok-pokok agenda utama,
mengingat agenda tersebut lebih penting daripada agenda

lainnya.

Cobb dan Elder (Winarno, 2008) menegaskan bahwa agenda
kebijakan adalah proses dimana kemauan politik diterjemahkan
untuk menarik perhatian oleh badan pembuat keputusan.
Dengan demikian, Barbara Nelson mengatakan bahwa agenda
adalah proses agenda politik yang terjadi ketika pejabat publik,
menyadari isu-isu yang muncul, membagi diri untuk perhatian
individu dan memobilisasi organisasi mereka untuk menanggapi
masalah tersebut. Agenda kebijakan merupakan arena

pertarungan yang terjadi di dalam institusi pemerintah.

Menurut Kraft dan Furlong (2020), menjelaskan bahwa agenda
setting ketika masalah-masalah diakui dan dinyatakan,
memusatkan perhatian dan akan memasuki agenda politik.
Proses ini meliputi kegiatan pendefinisian masalah yaitu
kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan
masalah yang perlu diterjemahkan oleh pemerintah. Isu tersebut
merupakan kondisi perkembangan di dalam masyarakat. Situasi
tersebut dirasakan oleh masyarakat atau mayoritas masyarakat
sebagai bentuk ketidaknyamanan dan kemudian membangkitkan
kesadaran dan minat masyarakat untuk memperbaiki situasi
melalui tindakan pemerintah.

Formulasi Kebijakan

Formulasi (perumusan) kebijakan merupakan salah satu tahap
yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Masalah
yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
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didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan
perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan,
dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil

untuk memecahkan masalah (Rahayu, 2014).

Menurut Nugroho (2009), formulasi kebijakan adalah inti dari
kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan
itu sendiri. Membuat atau merumuskan kebijakan yang dikenal
dengan formulasi kebijakan bukanlah suatu proses yang
sederhana dan mudah, karena dalam hal ini terdapat faktor-
faktor atau kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi
kebijakan proses pembuatan. Menurut Winarno (2014) dalam
formulasi kebijakan terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Perumusan masalah (defining problem)

Dalam menetapkan masalah kebijakan dengan baik, hal itu
perlu dilakukan pertama sekali yaitu mengenali dan
mendefiniskan masalah dengan baik.

2. Agenda kebijakan
Masuknya suatu masalah dalam agenda kebijakan harus
memuat persyaratan, seperti apakah masalah tersebut
mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan
membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.
Dalam agenda kebijakan masalah publik akan dibahas untuk
para pembaca kebijakan, para pengguna kebijakan seperti;
legislatif ~ (DPR), eksekutif  (presiden dan para
pembantunya), agen-agen pemerintah dan yudikatif.

3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
Para peneliti kebijakan dalam memecahkan masalah
masyarakat pada kepentingan-kepentingan antara berbagai
aktor-aktor yang terlibat dalam perutusan kebijakan.
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4. Tahap penetapan kebijakan
Pemilihan alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya
merupakan kompromi dari berbagai kelompok-kelompok
kepentingan yang terlibat di dalamnya pembentukan
kebijakan. Tahap selanjutnya yaitu penetapan kebijakan,
penetapan kebijakan tersebut berupa undang-undang
yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan

menteri dan lain-lain.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) memberikan pengertian
implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh
individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan. Implementasi adalah memahami
apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk
mengadiministrasikannya ~ maupun  untuk  menimbulkan
akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian
(Wahab, 2008).

Daniel Mazman dan Paul Sabatier (Widodo, 2010) menjelaskan
makna implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang
seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku
atau dirumuskan. Kesimpulannya bahwa implementasi
merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik yang
diharapkan mencapai tujuan yang telah digariskan. Charles O.
Jones dalam Widodo (2010), menyatakan bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk
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mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga

aktivitas utama kegiatan yaitu:

a.

Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber
daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program
berjalan.

Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan.

Aplikasi  (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.
Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana

kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut pandangan George C. Edwards, (Pramono, 2020),

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

1.

Communication (komunikasi), Komunikasi merupakan
salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif tidak
hanya melibatkan penyebaran informasi dari atas ke bawah
(top-down), tetapi juga memastikan bahwa semua pihak
mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana, hingga
masyarakat, memahami tujuan, prosedur, dan dampak dari
kebijakan yang akan diterapkan. Keberhasilan implementasi
kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui
apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok
sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Keberhasilan komunikasi dalam
implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator
(Subarsono, 2010) yaitu:

a. Transformasi dimensi informasi, transmisi ini

menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak
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hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors)
kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok
sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan
baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para
pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus
jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).

c. Dimensi konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang
diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan
pelaksanaan kebijakan. Informasi perlu disampaikan
kepada kebijakan pelaku agar pelaku kebijakan dapat
memahami apa Yyang menjadi isi, tujuan, arah,
kelompok sasaran (kelompok sasaran) kebijakan,
sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-
hal apa saja yang berhubungan dengan kebijakan
pelaksanaan.

Resources (sumber daya), sumber daya dalam implementasi

kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi

tidak akan efektif apabila sumber-sumber tidak mendukung.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas

dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan
berjalan efektif. Sumber daya tersebut bukan berwujud
sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan
sumber daya finansial. Dalam implementasi sebuah
kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif
cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan
untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai
atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari
lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan,
wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan

kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di
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kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya ini mencakup
sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan
kewenangan (Subarsono, 2011).

3. Dispositions (disposisi), disposisi adalah watak dan karakter
yang dimiliki implementator, seperti komitmen, kejujuran,
dan sifat demokratis. Implementator kebijakan harus
memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah
kebijakan tersebut. Hal-hal yang harus dicermati pada
variable disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif
(Subarsono, 2011).

4. Bureaucratic structute (struktur birokrasi), struktur
birokrasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan baik
antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda
sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-
lembaga terkait dalam  mendukung  keberhasilan
implementasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kebijakan implementasi, kebijakan
implementasi bisa jadi masih belum efektif karena
ketidakefisien struktur birokrasi. Menurut George C Edward
11 (Winarno, 2008), terdapat dua karakteristik birokrasi
yakni, Standard Operational Procedure (SOP) dan
Fragmentasi atau strategi yang Dbertujuan  untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam (Widodo,
2008), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh
suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan
membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau
target kebijakan publik yang ditentukan. Secara umum evaluasi

kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut
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estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang
sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan
tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan
dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,
evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-
masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk
menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap
dampak kebijakan (Rahayu P, 2014).

Menurut Lester dan Stewart (Rahayu, 2014), evaluasi kebijakan

dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.

1. Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-
konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan
dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas pertama
ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program
kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang
diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang
menjadi penyebabnya? Misalnya apakah karena terjadi
kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena
faktor-faktor yang lain?

2. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua
dalam evaluasi kebijakan ini pada dasarnya berkait erat
dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui
konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran
dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui
apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak
dengan dampak yang diinginkan. Dari sini Kkita dapat
melakukan penilaian apakah program yang dijalankan
berhasil ataukah gagal? Dengan demikian, tugas kedua
dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu
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kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang

diinginkan.

Dari kedua hal yang dipaparkan di atas, maka kita dapat menarik
suatu kesimpilan mengenai arti pentingnya evaluasi dalam
kebijakan publik. Pengetahuan menyangkut sebab-sebab
kegagalan suatu kebijakan dalam meraih dampak yang
diinginkan dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau

memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

2.2 Tinjauan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL)

2.2.1 Definisi Evaluasi
Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah “the
process of delineating, obtaining and providing useful information
for judging decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan
proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi
yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui
keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya
dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan
(Yunanda, 2009).

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-
informasi yang berguna untuk menentukan kebijakan yang akan
diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Pendapat lain
dikemukakan oleh Djaali dan Pudji (2008), evaluasi sebagai proses
menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah
ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan
atas obyek yang dievaluasi. Evaluasi diartikan sebagai proses
sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan,
keputusan, proses, orang, objek dll) berdasarkan kriteria tertentu
melalui penilaian. Evaluasi merupakan sebuah proses Yyang

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejaun mana keberhasilan
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sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya,
dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu

efektifitas dan efisiensi.

Definisi Perkembangan Desa/Kelurahan

Perkembangan dapat diartikan sebagai “perubahan yang progresif
dan kontinu (berkesinambungan) dalam diri individu dari lahir
sampai mati” (The progressive and continuous change in the
organism from birth to death). Menurut F. J. Monks (2001),
perkembangan menunjukkan pada “suatu proses kearah yang lebih
sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan
menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat
diputar kembali”. Perkembangan juga dapat diartikan proses yang
kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat

integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan.

Perkembangan desa/kelurahan merujuk pada perubahan dan
kemajuan yang terjadi di tingkat pemerintahan paling bawah di
Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan
sosial, ekonomi, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Menurut
Sutoro Eko (2009), perkembangan desa adalah proses perubahan
yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa
melalui pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur,
serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan desa mencakup
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut
Riyadi dan Bratakusumah (2003), perkembangan desa/kelurahan
adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas
dan kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan melalui
pelaksanaan program-program pembangunan dan partisipasi

masyarakat secara aktif.
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2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan teoritis yang
memandu seluruh proses penelitian untuk memberikan gambaran atau
batasan-batasan teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang
akan dilakukan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George
C. Edward 1ll, penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana
kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (EPDESKEL) diimplementasikan
di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling. Pilihan peneliti
untuk memfokuskan penelitian pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, yang
menarik karena terpilihnya mewakili Kota Bandar Lampung dalam lomba
desa dan kelurahan tingkat provinsi meskipun peringkatnya dalam penilaian
normatif EPDESKEL relatif rendah yaitu ke-62 dari dari kelurahan di Kota
Bandar Lampung. Teori George C Edward Il (Subarsono, 2011 dan
Pramono, 2020) akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
empat aspek utama dalam proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui analisis mendalam terhadap
keempat aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan EPDESKEL.
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3.2

I11. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan
menggunakan cara menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan
dan mengkaitkannya dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan
tipe kualitatif lebih cocok untuk mengkaji fenomena yang ada dilapangan
dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah agar dapat
lebih menggali lebih dalam informasi yang aktual berdasarkan pemahaman
narasumber atau informan pada saat proses penelitian. Penelitian kualitatif
dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu
fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan
proses interaksi yang mendalam (Moleong, 2014). Penelitian kualitatif
sebagai penelitian untuk memahami kondisi objek yang alamiah, seperti
perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan yang dideskripsikan dalam

bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam dan mendeskripsikan realitas yang terjadi
mengenai implementasi dari kebijakan website Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2015 tentang evaluasi

perkembangan desa dan kelurahan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area di mana penelitan melakukan
penelitian pengumpulan data. Lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan
penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, untuk menjawab pertanyaan

penelitian. (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti
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adalah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Alasan memilih lokasi ini karena
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera salah satu kelurahan berkembang yang
menempati posisi ke-62 dalam penilaian normatif website EPDESKEL di
Kota Bandar Lampung dan menjadi perwakilan Kota Bandar Lampung
untuk mengikuti lomba desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Kemudian,
Peneliti juga melakukan penelitian mencari data pendukung pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota (PMK) Kota Bandar Lampung. Peneliti
memilih PMK Kota Bandar Lampung karena instansi ini memiliki peran
penting dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan evaluasi

perkembangan desa dan kelurahan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Sugiyono (2019), fokus
penelitian kualitatif adalah batasan masalah dalam penelitian. Karena
terdapat keterbatasan baik tenaga, dana, waktu, dan upaya. Fokus penelitian
menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain
yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memberikan batas dalam
studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami
masalah dalam penelitiannya.

Peneliti menetapkan fokus penelitian beradsarkan nilai temuan dan
permasalahan yang terkait dengan teori dan informan. Fokus pada penelitian
ini adalah dengan melihat bagaiman implementasi kebijakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEL di
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Peneliti ini ingin mengetahui apakah
implementasi  kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya dalam
memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan desa atau
kelurahan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C.
Edward 111 yang mencakup empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan,

meliputi: penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu
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implementasi yang baik pula serta komunikasi yang diterima oleh para
pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan.

Sumber daya

Ketersediaan SDM dan teknologi fasilitas pendukung, meliputi: SDM
(staff), memiliki staff yang kompeten di bidangnya agar implementasi
berjalan dengan tujuannya. Sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan kebijakan serta alokasi dana untuk mendukung
operasionalisasi website, pelatihan bagi petugas, dan peningkatan
kapasitas teknis lainnya.

Disposisi

Komitmen dan sikap para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan.
Komitmen kesungguhan untuk menjalankan seluruh tahapan dari
bagian implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Tata kelola, prosedur, dan aturan yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan kebijakan. Memperjelas alur kerja, koordinasi antar bagian

dan fragmentasi birokrasi (pembagian tugas).

3.4 Jenis Data

Data merupakan informasi yang diterima oleh peneliti dalam keadaan belum

teruji kebenerannya secara aktual (Sugiyono, 2019). Dilihat dari sumber

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer

dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen
(Sugiyono, 2019).

1.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung berdasarkan hasil observasi dan wawancara
dengan informan secara langsung. Data ini dapat berupa data verbal

(hasil wawancara), data observasional (perilaku, tindakan), atau
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kombinasi keduanya. Informan pada penelitian ini, yaitu Lurah
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Operator Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera, Sekretaris Dinas PMK Kota Bandar Lampung, Kepala
Bidang Pemberdayaan Kelurahan Dinas PMK Kota Bandar Lampung,
dan Akademisi Universitas Lampung Fakultas IImu Sosial dan limu
Politik Jurusan Administrasi Negara.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data pendukung yang telah ada
sebelumnya dan diperolen peneliti melalui media lain sebagai
pendukung dalam analisis data primer. Dalam penelitian ini data
sekunder berupa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel,
peraturan/undang-undang, dan website-website yang memberitakan

seputar fenomena terkait objek penelitian yang akan diteliti.

Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan berperan sebagai kunci utama dalam
mengungkap makna dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena.
Sebagaimana diungkapkan oleh Moelong (2014), informan adalah
seseorang yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait
dengan objek penelitian berdasarkan pengalaman, penegtahuan, atau
keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Penentuan informan
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel penelitian berdasarkan penilaian peneliti terhadap
seseorang yang dianggap memeiliki penegtahuan mendalam terkait objek
penelitian dan relevan dengan permasalahan atau fokus penelitian ini
(Sugiyono, 2018). Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling
bertujuan untuk mengambil informan secraa objektifagar mendapatkan data
yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga
menurut peneliti purposive sampling sangat tepat untuk digunakan dalam
meneliti implemntasi kebijakan website EPDESKEL dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan

desa dan kelurahan, khususnya di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
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Kecamatan Kemiling. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Data Nama Informan

Nama

Bayu, S.Sos.

Andi Winarno

Drs. Syafrilsyah, M.H.
Abdurahman, S.E., M. M

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA

Jabatan
Lurah Kelurahan Sumberrejo
Sejahtera
Operator Kelurahan

Sumberrejo Sejahtera
Sekretaris Dinas PMK Kota
Bandar Lampung

Kepala Bidang Pemberdayaan
Kelurahan

Akademisi Universitas
Lampung, Fakultas Ilmu Sosial
dan Illmu Politik, Jurusan
Administrasi Negara
Akademisi Universitas
Lampung, Fakultas Ilmu Sosial
dan Illmu Politik, Jurusan
Administrasi Negara

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting bagi

peneliti dalam melakukan penelitian. Penggunan Teknik pengumpulan data

yang tepat mempengaruhi hasil akhir sebuah penelitian. Adapun teknik

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang

melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan terwawancara.

Tujuan utama wawancara adalah untuk menggali informasi mendalam

mengenai perspektif, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian.

Berdasarkan jenisnya, terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara

terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2018).

Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah menyiapkan

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
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alternatif jawabannya telah disiapkan, kemudian responden diberi
pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya.
Selanjutnya, wawancara semi terstruktur yaitu pelaksanaan
wawancaranya menggunakan model yang lebih bebas daripada
wawancara terstruktur, narasumber diminta pendapat dan ide-idenya
dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbukanamun
tetap menggunakan panduan wawancara. Sedangkan wawancara tidak
terstruktur adalah wawancara yang bebas sehingga peneliti tidak
menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis

dan lengkap untuk mendapatkan atau pengumpulan data-datanya.

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi
terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari
pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan sehingga dalam
pelaksanaannya lebih fleksibel dan mendapatkan informasi yang
dibutuhkan secara lengkap dan mendalam tetapi tetap mempertahankan
fokus pada topic utama yang diteliti. Peneliti telah melakukan
wawancara secara langsung dengan informan yang telah peneliti
tetapkan, kemudian direkam menggunakan handphone, dan mencatat
hasil wawancaranya. Berikut hasil wawancara berdasarkan tanggal dan
waktu telah dilakukan oleh peneliti:

1. Pada tanggal 22 Januari 2025, peneliti mewawancarai Bapak Bayu
selaku Lurah Kelurahan Sumberrejo Sejahtera pada pukul 12.34
WIB.

2. Pada tanggal 22 Januari 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Andi
Winarno selaku Staff Operator Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
pada pukul 11.00 WIB.

3. Pada tanggal 10 Maret 2025, Peneliti mewawancarai Bapak
Syafrilsyah selaku Sekertaris Dinas PMK Kota Bandar Lampung
pada pukul 11.51 WIB.

4. Pada tanggal 10 Maret 2025, Peneliti mewawancarai Bapak
Abdurrahman selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelurahan
pada Dinas PMK Kota Bandar Lampung pada pukul 11.31 WIB.
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5. Pada tanggal 15 April 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Dedy
Hermawan selaku Akademisi Jurusan Administrasi Negara
Fakultas lImu Sosial dan lImu Politik Universitas Lampung pada
pukul 11. 17 WIB.

6. Pada tanggal 16 April 2025, Peneliti mewawancarai Bapak Fery
Triatmojo selaku Akademisi Jurusan Administrasi Negara Fakultas
IImu Sosial dan llmu Politik Universitas Lampung pada pukul
13.14 WIB.

Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis
mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian
dilakukan pengamatan (Sugiyono, 2019). Beberapa informasi yang
diperoleh dari hasil observasi berupa waktu, tempat, pelaku, kegiatan,
objek, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Melalui observasi peneliti
akan lebih mampu dalam memahami konteks data dalam keselurahan
situasi social, sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh
mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 81 Tahun 2015 tentang EPDESKEL, khususnya pada Kelurahan

Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulkan data dengan memperoleh
informasi dari berbagai macama sumber tertulis atau dokumen yang
relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek
penelitian. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali berbagai
informasi san data faktual terkait masalah yang dijadijan objek
penelitian (Sugiyono, 2019). Dokumentasi dapat berbentuk gambar,
tulisan maupun karya-karya monumental dari seseorang. Alasan
penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan
data adalah sebagai bukti yang nyata bahwa peneliti telah melakukan

penelitian ke lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara
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sehingga dokumentasi yang diperlukan adalah foto pada saat
melakukan wawancara dengan informan dan memperoleh data maupun
jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain
itu juga penelitian ini didikung oleh dokumen-ddokumen seperti
sosialisasi EPDESKEL serta modul petunjuk pengisian EPDESKEL.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah menggelola data di atas diperlukan adanya pengilahan data dan

analisis data yang sesuai dnegan penedekatan yang dipakai. Karena

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan

data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur,

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

pemahaman dan interpretasi data. Tahapan pelaksanaan analisis data yang

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Pemeriksaan data

Dalam penelitian ini akan melakukan teknik editing guna memeriksa
kembali apakah sudah akurat serta lengkap data yang diperoleh dari
informan. Dalam proses ini peneliti akan mencoba membaca kembali
kemudian diedit beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang atau yang
masih bisa dipertahankan. Tujuannya ialah agar memperoleh
peningkatan kualitas data.

Klasifikasi

Tahap ini peneliti melakukan proses pengelompokan semua data ke
dalam kategori baik primer maupun sekunder. Adanya klasifikasi data
tersebut, diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengorganisir
informasi sehingga proses penelitian lebih terarah.

Sistematis Data

Tahap ini data yang telah dikelompokkan disusun secara teratur atau
sistematis.  Tujuannya untuk mempermudah peneliti  dalam
menginterpretasikan data sehingga tercipta keteraturan dalam

menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan. Metode ini
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dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari
penelitian setelah itu data tersebut dihubungkan dengan teori-teori.
4. Interpretasi Data

Tahap ini peneliti sudah melukan analiss data dengan teliti dan
mendeskripsikan makna dari data yang telah diolah. Interpretasi data
dalam penelitian ini, yaitu pembahasan mengenai implementasi
kebijakan website EPDESKEL dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan,
khususnya pada Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling.
Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara
dengan informan, teori, atau konsep yang peneliti gunakan pada
tinjauan pustaka dan dokumen lainnya. Kemudian, peneliti menarik
kesimpulan berdasarkan interprestasi data tersesbut sebagai hasil dari
penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data
Sugiyono (2019) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tujuan dari
analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui
pengakuan dari subjek pelukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai
objek penelitan yang semuanya menghasilkan suatu data yang
membutuhkan analisi. Data yang didapatkan dari obejek penelitian juga
memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu analisis data sangat
diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga dapat

dipahami secara umum.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data yang terdapat dalam
model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), mengungkapkan bahwa
aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan cera interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Ukuran kejenuhan
data ditandai ketika data atau informasi tidak lagi didapatkan. Berikut proses

analisis data pada model Miles dan Huberman yaitu, sebagai berikut:
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Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi
diperlukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh di lapangan
jumlahnya cukup banyak dan beragam, sehingga hanya informasi
penting saja yang dipertahankan. Peran reduksi data dalam penelitian
ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan
menganalisis data yang relevan sehingga tetap fokus pada inti
permasalahan penelitian.

Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori yang disusun berdasarkan pengelompokkan
yang diperlukan sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindaka. Penyajian data yang paaling sering digunakan
menurut Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif adalah dengan
teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif dapat berupa
grafik, matrik, network, dan chart. Dengan menyajikan data maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun
bentuk penyaian data dari penelitian ini adalah dengan melampirkan
data hasil wawancara berupa kutipan-kutipan langsung.

Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan yang merupakan langkah
terakhir dalam analisis data kualitatif. Verifikasi data /kesimpulan
dalam penelitian kualitatif merupakan proses perumusan makna dari
hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat dan
mudah dipahami. Proses ini perlu dilakukan peninjauan kembali
terhadap kebenaran kesimpulan tersebut, terutama yang berkaitan
dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan

rumusan masalah. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif diharapkan
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dapat menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Temuan dapat berupa deskripsi, gambaran suatu objek, hipotesis, atau
teori dapat juga berupa hubungan kausal atau interaktif. Peneliti
mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang
mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti meninjau data yang
telah diperolen dan menganalisisnya dnegan mengunakan teori yang
peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai
tujuan penelitian. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin

agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif diperlukan guna mengkaji
kembali kebeneran data yang didapatkan peneliti sebelumnya. Tujuannya
adalah agar data yang didapatkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan
dikemudian hari. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan
atau suatu pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2013). Uji
keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas
internal), transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan
confirmability (objektivitas). Adapun dalam penelitian ini menggunakan uji
kredibilitas (credibility) yang merupakan kepercayaan terhadap data hasil
penelitian kualitatif yang dilakukan dengan triangulasi, yaitu melakukan
pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, metode, dan
waktu (Lexy J. Moleong, 2013). Triangulasi sumber adalah teknik
pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data
yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi metode adalah teknik
untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada
sumber yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Triangulasi waktu
adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Aan, 2011). Dalam

penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu
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dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data
yang diperolen dari observasi lapangan dan dokumnetasi. Teknik ini
memungkinkan peneliti untuk memverifikasi keabsahan temuan penelitian
dari berbagai sudut pandang, sehingga hasil penelitian menjadi lebih

terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan dari penelitian “Implementasi

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang

Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Kelurahan Sumberrejo

Sejahtera Kecamatan kemiling), sebagai berikut:

1. Komunikasi
Indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan Permendagri No.
81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, telah berjalan secara
efektif. Komunikasi yang dibangun oleh Dinas PMK Kota Bandar
Lampung sebagai pihak penanggung jawab, telah mencakup tiga
komponen utama yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Proses
transmisi informasi dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh
melalui berbagai media seperti sosialisasi, pelatihan teknis, surat
edaran, dan grup komunikasi digital, yang mempermudah pelaksana
dalam menerima arahan kebijakan. Kejelasan komunikasi terlihat dari
pemahaman pelaksana terhadap isi dan indikator kebijakan
EPDESKEL, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami
serta disertai panduan teknis yang sistematis. Sementara itu, konsistensi
komunikasi dijaga dengan baik oleh Dinas PMK melalui penyampaian
instruksi yang stabil, serta penjelasan ulang jika terdapat perubahan
kebijakan. Konsistensi ini menciptakan kepastian dan kepercayaan bagi
pelaksana di tingkat kelurahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Sumber Daya
Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan
Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa
dan Kelurahan (EPDESKEL) di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, dapat
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disimpulkan cukup baik, bahwa aspek sumber daya dari aspek sumber
daya manusia maupun fasilitas pendukung, telah tersedia secara baik
dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Kualitas SDM
di kelurahan dinilai cukup kompeten, memiliki tingkat pendidikan yang
memadai, serta mampu mengoperasikan sistem digital EPDESKEL
dengan baik. Selain itu, pembagian tugas yang jelas, budaya kerja yang
akuntabel, serta dukungan pelatihan dari pemerintah kota turut
memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan. Dari sisi fasilitas,
ketersediaan perangkat Kkeras, jaringan internet, dan software
pendukung telah dipenuhi, sehingga tidak ditemukan kendala berarti
dalam pelaksanaan teknis.

Disposisi

Pada indikator disposisi dalam implementasi kebijakan EPDESKEL
sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa
disposisi atau sikap pelaksananya bermasalah. Kebijakan yang
seharusnya mencakup integritas, kejujuran, komitmen, dan tanggung
jawab merupakan faktor krusial dalam menjamin keberhasilan
pelaksanaan kebijakan secara objektif dan akuntabel. Sikap ini tidak
hanya penting pada tataran teknis pengisian data oleh aparat kelurahan,
tetapi juga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan oleh
Dinas PMK sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi.
Temuan di lapangan, seperti pemilihan Kelurahan Sumberrejo Sejahtera
yang tidak sejalan dengan hasil evaluasi EPDESKEL, menunjukkan
masih lemahnya penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam
pelaksanaan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat
komitmen dari sebagian pelaksana di tingkat kelurahan, masih terdapat
celah pada level pengambilan keputusan yang membuka ruang bagi bias
dan kepentingan subjektif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi
kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan budaya integritas,
keteladanan pimpinan, sistem pengawasan yang aktif, serta mekanisme

evaluasi berbasis bukti nyata, agar data yang disampaikan dapat benar-
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benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan kebijakan yang
dihasilkan dapat tepat sasaran.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam
mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL). SOP berfungsi
sebagai pedoman teknis yang menjamin setiap tahapan pelaksanaan
kebijakan berjalan sesuai ketentuan serta dapat dievaluasi secara
terukur, sedangkan fragmentasi yang terencana memastikan setiap
pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Dalam
implementasinya di Kota Bandar Lampung, SOP telah diterapkan dan
pembagian tugas di tingkat kelurahan maupun Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelurahan (PMK) mulai berjalan secara sistematis.
Namun demikian, masih ditemukan tantangan seperti belum optimalnya
transparansi dalam proses penunjukan kelurahan unggulan serta
lemahnya koordinasi lintas bidang. Oleh karena itu, struktur birokrasi
perlu terus diperkuat agar implementasi kebijakan EPDESKEL tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai
instrumen evaluatif yang akurat, objektif, dan berkelanjutan dalam

mendukung arah pembangunan kelurahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai implementasi

kebijakan website EPDESKEL di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pemanfaatan Website sebagai Sarana Informasi Publik

EPDESKEL sebaiknya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana
informasi publik yang terbuka, tidak hanya untuk kepentingan lomba
antar kelurahan. Masyarakat perlu diberikan akses langsung terhadap
informasi  mengenai perkembangan, capaian, dan penghargaan
kelurahan guna mendorong aparatur lebih serius, jujur, dan bertanggung

jawab. Transparansi ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan
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publik serta sarana membangun integritas birokrasi di tingkat kelurahan
melalui keterbukaan data.

Pelengkapan Eviden (Bukti atau Dokumen Pendukung)

Setiap indikator pencapaian dalam EPDESKEL perlu didukung dengan
eviden atau dokumen pendukung yang jelas dan lengkap, seperti
dokumentasi pembangunan fisik, partisipasi masyarakat, serta hasil
kegiatan. Masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi digital yang
menyebabkan capaian tidak sepenuhnya terinformasikan secara akurat.
Oleh karena itu, evaluasi harus berbasis bukti nyata, tidak hanya
laporan administratif, agar hasilnya lebih objektif dan mencerminkan
kondisi sebenarnya di lapangan.

Peningkatan Transparansi dalam Proses Penilaian EPDESKEL
Proses penilaian dalam EPDESKEL masih belum sepenuhnya
transparan, khususnya dalam penunjukan kelurahan unggulan yang
kerap tidak mencerminkan hasil evaluasi faktual. Penilaian seharusnya
dilakukan secara terbuka, dengan indikator dan metode yang jelas serta
dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk kelurahan yang dinilai dan
masyarakat. Selain itu, hasil penilaian sebaiknya dipublikasikan secara
berkala dan disertai dengan alasan atau dasar pemilihan agar tidak
menimbulkan kesan subjektif dan konflik kepentingan. Transparansi ini
penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem

evaluasi yang diterapkan.
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